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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yuridis terkait ketidakpastian
mekanisme dan batasan waktu pemberian kompensasi atas tanah sisa dalam
pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 dinilai masih menyisakan celah regulasi
(rechtsvacuum) yang berpotensi merugikan hak perdata pemilik lahan, terutama
ketika sebagian tanah yang tidak terambil proyek menjadi terisolasi, sempit, atau
tidak lagi memiliki nilai guna ekonomi. Tujuan utama penelitian ini adalah
menganalisis kelemahan regulasi ganti rugi tanah sisa dalam hukum nasional,
meninjau permasalahan tersebut dari perspektif hukum Islam, serta merumuskan
rekonstruksi hukum yang berbasis pada nilai keadilan substantif dan kemaslahatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif
yang berorientasi pada perumusan norma hukum ideal. Analisis dilakukan dengan
mengintegrasikan perspektif hukum Islam melalui prinsip /a darar wa la dirar dan
transformasi konsep lhya al-Mawat. Dalam penelitian ini, lhya al-Mawat
direkonstruksi bukan sekadar sebagai tindakan fisik menghidupkan lahan,
melainkan sebagai kewajiban negara (waliyy al-amr) untuk memulihkan fungsi
sosial-ekonomi harta warga negara yang "mati" akibat dampak pembangunan.
Negara memikul kewajiban syar‘i untuk memastikan tanah sisa tidak menjadi aset
yang terbengkalai melalui pemberian kompensasi (fa ‘'widh) yang adil dan responsif.
Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum pada Pasal 25 dan
Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2012 untuk mempertegas kewajiban negara dalam
memberikan ganti rugi secara otomatis, transparan, dan memiliki batasan waktu
yang jelas. Rekonstruksi ini mencakup penambahan norma mengenai definisi teknis
tanah sisa, prosedur sosialisasi yang berkelanjutan, hingga kepastian jangka waktu
pembayaran ganti kerugian. Temuan utama penelitian menegaskan bahwa
transformasi konsep ihya al-mawat dapat dijadikan landasan konseptual bagi
pembentukan hukum positif yang berorientasi pada keadilan distributif. Hal ini
diharapkan mampu mencegah kematian ekonomi atas harta masyarakat sekaligus
mewujudkan kemaslahatan dalam tata kelola agraria nasional yang lebih manusiawi
dan berkeadilan.
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This research is motivated by legal issues related to the uncertainty of the
mechanisms and time limits for granting compensation for residual land in land
acquisition for public purposes in Indonesia. The provisions of Law Number 2 of
2012 are considered to still leave regulatory gaps (rechtsvacuum) that have the
potential to harm the civil rights of land owners, particularly when land not acquired
by a project becomes isolated, narrow, or no longer has economic value. The
primary objective of this research is to analyze the weaknesses of the regulation on
compensation for residual land in national law, examine these issues from an
Islamic legal perspective, and formulate a legal reconstruction based on the values
of substantive justice and public welfare. The research method used is normative
juridical, with a prescriptive nature oriented toward the formulation of ideal legal
norms. The analysis is conducted by integrating Islamic legal perspectives through
the principle of la darar wa la dirar and a transformation of the concept of Thya al-
Mawat. In this study, Ihya al-Mawat is reconstructed not merely as a physical act
of revitalizing land, but as a state obligation (waliyy al-amr) to restore the socio-
economic function of citizens' assets that have "died" due to the impact of
development. The state bears a sharia obligation to ensure that remaining land does
not become abandoned assets through the provision of fair and responsive
compensation (ta'widh). The results of the study indicate the need for legal
reconstruction of Articles 25 and 35 of Law No. 2 of 2012 to emphasize the state's
obligation to provide compensation automatically, transparently, and with a clear
time limit. This reconstruction includes the addition of norms regarding the
technical definition of remaining land, ongoing socialization procedures, and
certainty about the compensation payment period. The study's main findings
confirm that the transformation of the concept of Thya al-Mawat can serve as a
conceptual foundation for the formation of positive law oriented towards
distributive justice. This is expected to prevent the economic demise of community
assets while realizing the welfare of the people in a more humane and equitable
national agrarian governance.
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